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SALINAN PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Pra
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:
Haerul Hadi bin Imran, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Dusun Gonjong, Desa Montong Gamang,
Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai
Pemohon I;
Ernawati binti Durahman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Dusun Gonjong, Desa Montong
Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah,
sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il dan memeriksa alat-
alat bukti di sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il berdasarkan surat
permohonan tanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor
48/Pdt.P/2022/PA.Pra, tertanggal 25 Januari 2022 mengemukakan hal-hal yang
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada
tanggal 15 Desember 2008 di Dusun Gonjong, Desa Montong Gamang,
Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah
kandung Pemohon Il berwakil kepada Zohri dengan maskawin berupa uang
sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dibayar tunai. ijab kabul
dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon | tanpa
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berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing
bernama Zohri dan Samruji;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon
| dan Pemohon Il tersebut Pemohon | berstatus bujang, dan Pemohon Il
berstatus gadis ;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon | dan
Pemohon Il tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda
maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan
melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon |
dan Pemohon Il hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah
Pemohon | hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
a. Silvy Adila Oktaviani, perempuan, umur 11 tahun;

b. Adila Sakhia Hapipah, perempuan, umur 4 tahun;

c. Adila Sakira Humaira, perempuan, umur 6 bulan;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon
Il langsungkan tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa
keberatan, dan pula Pemohon | dan Pemohon Il hingga saat ini masih
beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak
mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak
terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon
membutuhkan Akta Nikah untuk membuat alas hukum atas pernikahaan
Para Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya, yang memerlukan
penetapan pengesahan;

7. Bahwa, Pemohon adalah orang vyang tidak
mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok
Tengah Nomor: 401/255/IX/IDMG/2021 tanggal 29 September 2021 oleh
karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Haerul
Hadi bin Imran) dan Pemohon Il (Ernawati binti Durahman) yang

dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2008 di di Dusun Gonjong, Desa
Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengabh;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;
Subsidair:
Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan
Pemohon | dan Pemohon Il masing—masing datang menghadap sendiri di
persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Menimbang Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon
I dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

Alat bukti surat :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor
5202091005810002 atas nama Haerul Hadi bin Imran (Pemohon I) yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 02
Juli 2012, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor
5202095204850002 atas nama Ernawati binti Durahman (Pemaohon Il) yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02 Juli
2012, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai,  (Bukti P.2);

Alat bukti saksi :
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1. Munawir Haris bin Sahli, umur 46, agama Islam,
pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Gonjong, Desa Montong
Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah
sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan
keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon |
maupun Pemohon Il karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il
telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat
Pemohon | dengan Pemohon Il melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon | dan
Pemohon |l dilaksanakan pada tanggal, 15 Desember 2008 di Dusun
Gonjong, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten
Lombok Tengah ;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada
saat akad nikah tersebut adalah Ayah kandung Pemohon Il berwakil
kepada Zohri dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah), dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi
masing-masing bernama Zohri dan Samruiji;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah
Pemohon | dan Pemohon Il juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon | dan Pemohon Il
menikah, Pemohon | bersetatus bujang dan Pemohon Il bersetatus gadis ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon II
tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat
menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain
yang keberatan atas pernikahan Pemohon | dan Pemohon 11 ;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

a. Silvy Adila Oktaviani, perempuan, umur 11 tahun;
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b. Adila Sakhia Hapipah, perempuan, umur 4 tahun;
c. Adila Sakira Humaira, perempuan, umur 6 bulan;;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il belum
pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon | hanya
mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon lI;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon | dan Pemohon Il
mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk membuat alas hukum atas
pernikahaan Para Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;
2. H. Sutiawan bin Imran, umur 56, agama Islam,
pekerjaan Pengerajin, tempat tinggal di Dusun Gonjong, Desa Montong
Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah
sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan
keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon |
maupun Pemohon Il karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il
telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat
Pemohon | dengan Pemohon Il melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon | dan
Pemohon |l dilaksanakan pada tanggal, 15 Desember 2008 di Dusun
Gonjong, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten
Lombok Tengah ;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada
saat akad nikah tersebut adalah Ayah kandung Pemohon Il berwakil
kepada Zohri dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah), dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi
masing-masing bernama Zohri dan Samruiji;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah
Pemohon | dan Pemohon Il juga dihadiri oleh banyak orang;
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- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon | dan Pemohon II
menikah, Pemohon | bersetatus bujang dan Pemohon Il bersetatus gadis ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon | dan Pemohon Il
tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat
menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain
yang keberatan atas pernikahan Pemohon | dan Pemohon 11 ;

- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

a. Silvy Adila Oktaviani, perempuan, umur 11 tahun;

b. Adila Sakhia Hapipah, perempuan, umur 4 tahun;

c. Adila Sakira Humaira, perempuan, umur 6 bulan;;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon | dan Pemohon Il belum
pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon | hanya
mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon lI;

- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon | dan Pemohon Il
mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk membuat alas hukum atas
pernikahaan Para Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon | dan Pemohon I
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak
mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah
Pemohon | dan Pemohon Il telah diumumkan pada papan pengumuman
Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan
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ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan
Pengesahan Perkawinan/lsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim

berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon | telah menikah dengan
Pemohon Il pada tanggal 15 Desember 2008 di Dusun Gonjong, Desa Montong
Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah
Ayah kandung Pemohon Il berwakil kepada Zohri sesuai dengan syariat Islam,
namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Saat ini keduanya
membutuhkan buku nikah untuk membuat alas hukum atas pernikahaan Para
Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan Bukti P.1 dan P.2, serta dua
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Pemohon | dan Pemohon Il merupakan akta autentik memiliki
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah dicocokkan dengan
aslinya, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang
Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materil pembuktian untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon |
dan Pemohon Il bertempat tinggal di kabupaten Lombok Tengah, wilayah
hukum Pengadilan Agama Praya maka secara relatif Pengadilan Agama Praya
berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan
di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan
mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal
171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa
kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon | dan Pemohon
Il telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, dan keterangan
tersebut ternyata saling bersesuaian sama laindan relevan dengan pokok
permasalahan perkara a quo, maka Majelis berpendapat keterangan saksi -
saksi memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg,;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan
fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon | telah menikah dengan Pemohon |l secara agama
Islam pada tanggal 15 Desember 2008 di Dusun Gonjong, Desa Montong
Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali
nikah Ayah kandung Pemohon Il berwakil kepada Zohri dengan maskawin
berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dibayar tunai.,
saksi-saksi Zohri dan Samruiji;
- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut tidak ada
hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan
perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan
perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon | dengan
Pemohon Il telah melakukan hubungan suami Istri dan dikaruniai 3 orang
anak;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il belum pernah bercerai dan
hingga sekarang ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum mempunyai Kutipan akta
nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah
adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai membuat alas hukum
atas pernikahaan Para Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;
Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang
pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim
berkesimpulan telah terbukti Pemohon | dan Pemohon Il telah melaksanakan
pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 15 Desember 2008 di
Dusun Gonjong, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten
Lombok Tengah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon |
dengan Pemohon Il tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat
(1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1)
dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30,
Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang
diambil alih menjadi pendapat majelis dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV
halaman 254, sebagai berikut :

,_)\1.3.9_2.5().0 dJO.S.).AiLS. d.M)S.X élJ.quJ.C CKU. ,_Ss.CJJ.I u\93

J.)J« .._S.)&Luu}

Artinya: “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita,

harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan
Syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul
Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut:

asmosll e seeall Catg e ain Lol cargin Iala
Artinya: “Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi
seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka

tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisan*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e)
Kompilasi Hukum Islam yang isi pokoknya menyatakan bahwa “ Dan dalam hal
perka-winan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat
nikahnya ke Pengadilan Agama dan isbat nikah yang dapat diajukan ke

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
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perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa telah terbukti pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il
belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kecamatan
Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah) sehingga Pemohon | dan Pemohon Il
tidak mempu-nyai akta nikah sampai sekarang sebagaimana yang dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dapat
membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon I
tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang dimaksudkan
oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Oleh karena permohonan Pemohon | dan Pemohon II
tersebut beralasan hukum, maka  Majelis Hakim berpendapat bahwa
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il petitum angka 1 patut untuk
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon | dan Pemohon
I, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Haerul
Hadi bin Imran) dengan Pemohon Il (Ernawati binti Durahman) yang
dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2008 di Dusun Gonjong, Desa
Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Praya Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Pra tertanggal 25 Januari 2022, sesuai Pasal
60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 6 ayat (1) dan
Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada
Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2021;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum syar’i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Haerul Hadi bin Imran)
dengan Pemohon 1l (Ernawati binti Durahman) yang dilaksanakan pada
tanggal 15 Desember 2008 di Dusun Gonjong, Desa Montong Gamang,
Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Praya tahun 2022 sejumlah Rp332.500,- (tiga ratus tiga puluh dua
ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatunkan dalam permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 M., bertepatan dengan

tanggal 16 Rajab 1443 H., oleh kami Syafruddin, S.Ag, M.SI, sebagai Hakim

Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.l. dan Basarudin, S.H.l., M.Pd masing-

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti

yang dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd. ttd.
Ema Fatma Nuris, S.H.I. Syafruddin, S.Ag, M.SI
ttd.
Basarudin, S.H.I., M.Pd Panitera Pengganti,
ttd.

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp42.500,00
2. Biaya Panggilan : Rp280.000,,00
3. Meterai : Rp10.000,00
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Jumlah : Rp332.500,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. Ahmad, S.H., M.H.
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